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KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, salam prajawibawa, puji syukur kami panjatkan
kehadapan lda Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung
Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Hiro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2019 dapat diselesaikan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

tepat pada waktunya.
sebagaimana diatur dalam Peraturan

(LAKIP) merupakan kewajiban
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan
menyajikan : Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

LAKIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya

berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Namun demikiar telah
diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar bidang dan antar

instans) terkait serta  diskusi bersama terhadap permasalahan yang
memerlukan asistensi narasumber. Mudah-mudahan LAKIP Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian
kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dapat dijadikan sebagai

bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.
Terima kasih pula kami sampaikan kepada semua pihak khususnya
seluruh staf Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali atas selesainya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biroc Hukum dan HAM Setda

Provinsi Bali Tahun 2019,

Om Cantih, Cantih, Cantih Om

Denpasar, Januari 2019

Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Bali,

[ G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA. SH.MH

Pembina Tk. I
NIP. 19680613 199403 1 012
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GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang
{ utama

yang baik merupakan prasyard
m mencapai tujuan dan eit
dang-Undang Nomor 28
h dan Bebas dan

Terselenggaranya pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dala
ini sejalan dengan amanat Un

a-cita

bangsa dan negaré. Hal
1gua emang Penyelenggaraan Negara yang Bersi

Tuhun
samping Peraturan Pemerint

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
penerapan sistem

ah Noemor 108

Daerah.

Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitmate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdava guna, berhasil guna, bersih

kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas keorupsi,

kolusi dan nepotisme, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

dan bertanggung jawab serta bebas dan

Republik Indonesia

nsi Pemerintah yang selanjutnya dijabarkan {terakhir] dengan

Kinerja Insta
ykrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birt
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuritabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut mewajibkan setiap instansi

pemerintah  sebagal  unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

sumber daya berdasarkan perencanaan

kewenangannya dalam mengelola
Dengan demikian,

strategis vang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk membuat laporan
ertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian

P
kinerjanyva dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan vang telah ditetapkan., Demikian juga halnya dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan HAM Seida Provinsi Bah tahun

2018, merupakan wujud pertanggungjawaban mengenai tingkat keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan misi Biro dalam mencapai sasaran dan tujuan

vang telah ditetapkan.
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Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LAKIP
Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2018 adalah:
. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

<. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional

5.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
Pemerintah Daerah.

oh

tentang Administrasi

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

9. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja
Instans: Pemerintah.

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

13. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

14. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementrian dalam Negeri.

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
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16 Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerju Sckretariat
Daerah Provinsi Bali;

B. Maksud dan Tujuan

‘. LAKIP ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Program dan Kegiatan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali
berupa kegiatan Rutin dan Pcmbangunan selama Tahun Anggaran
2018

2. Sebagai evaluasi hasi| Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

maupun  kegiatan yang belum terlaksana sesuaj rencana, serta

kendala vang dihadapi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan

Kebijakan lebih lanjut.

Sebagai bahan masukan untyuk penyusunan kebijakan Pembangunan

Daerah Provinsi Bali di Bidang Pembangunan Hukum.

C. Ruang Lingkup

Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Gub
Kedudukan, Susunan Organisasi
Sckretariar Daerah Provinsi

ernur Nomer 116 Tahun 2016 tentang
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Bali adalah membantu  Gubernur dalam
pembangunan hukum di Provinsi Balj

dengan memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan instans pemerintah

berupa pembuatan preduk hukum,
banruan hukum, dokumentas;j hukum dan informasi hukum,

a) Tugas Pokok
agai unsur pendukung

Daerah Mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam
pembangunan hukum dj Provinsi Bali den

tugas Kepala

gan memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan instansi Pemerintah

produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi

berupa Pembuatan
dan informasij hukum,

b) Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Balj Nomor 116 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Biro Hukum dan HAM
Gubernur dalam pelaksanaan

hukum. Adapun fungsi yang

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Bali,
mempunyai tugas pokok membanty
Pembangunan daerah dj bidang

6
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dlen Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sebup

Mengkoordinasikan pembahasan perumusan ran igan prodal
nukum;

Melakukan evaluas: dap kajlan  hukum  dalam
penyvelenggaraan pemerintahan dan penmibiang

Lj L= P

| P pra— | N ¥
lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan produ

Fatiphea

tunan;

k hudeum,
Melaksanakan program Strategis Rencana Aksi Nusianal 1AM,

nEngroordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitn tletiging

periindungan, pemajuan, penegakan,

Pemenibugg, thiny
penghormatan HAM:

- Melabiilan Acrmlrant

9. Mclakukan advokasi dan upava hukum terhadap permasalihn
vang umbuyl:

= Maviondel:- 1
“i€ngacakan pembinaan dan pengawasan  terhudap  1'rodulk
Hukum Kabupaten/Kota:

3

Menviapkan bahan pPengundangan

Peraturan Gubernur;

Peraturan  Duerah  dan

2. Menghimpun peraturan perundang-undangan (P

npublikasikan serta mendokumentasikan praduk hukom,
10 Melakukan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum:
i1.Mengolah bahan,

ninerna

data, dan menyiapkan rumusan Indikatos
“tama, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitus

Rinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali.

€} Struktur Organisasi

Strukwur Organisasi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sesuai
Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

usunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Bali. Lebih lanjut secara rincian susunan

erikur:

nya schag

* Hepala Biro Hukum dan HAM.
* hepala Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari -

l. Kepala Sub. Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan:
Kepala Sub. Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
Kepala Sub. Bagian Pengkajian Produk Hukum.

ha

Y]
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‘

* Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri dari :
I Kepala Sub. Bagian Litigasi;
2. Kepala Sub. Bagian Non Litigasi;
3. Kepala Sub. Bagian Pemajuan Hak Asasi

* Ke

Manusia.
pala Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

hepala Sub. Bagian Dokumentasi Hukum;
2. Kepala Sub, Bagian Penyuluhan Hukum;

3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Biro,
Dalam haj

terdiri dar ¢

pelaksanaan tugas pokok Biro H
Provinsi Ba; tahun 2018, dj

sebanyak 67 orang dengan stat

ukum dan HAM Setda
dukung oleh sumber daya manusia (SDM)

us ;
# PNS : 33 orang
< Non PNS ! 34 oran
S 34 orang
Jumlah : BT orang

berdasarkgn kwalifikasi sebagai berikyt -

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

—

| No Pendidikan

Jumlah {orang)

1 |82 13 |
2 |[sI 6
I |

3 | D3 = |

—_— ]
4

SLTA N

8 SLTP

6 |SD

L JUMLAH 33
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4,000 000,000

1, 000 000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

B Angparan
BRealisasg

Sikd

GRAFIK AN GGARAN

Realisasi dan Sis8d

,-‘l.nggal'dn-

Tahun 2016
3,272.961 920
3.104.613,380
168,348,040

T : : i g i
Tahun 2017 i Tahun 2018
4,366,590,4 306 5,006,357 .092
4,281 489,320 4.,350,539,730

85,101,116

745017 H2
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e |

GRAFIK PERSENTASE
— S
] |
TAHUN \ g REALISASI % |
| ANGGARAN Gl " | |
o —
| 2016 3.272.961.920 33,41 3.104.613.380 ! 27,49 |'
I SN S
2017 4.366.590.435 16,71 4.281.489.320 | 1,61
' | !
— —
. 2018 5096.357.092 | 39,70 | 4.350430.739 .
— | e
2019 7.119 406.480 - - = |
S I
Anggaran
» Anggaran pada Tahun 2017 meningkat sebesar (33,41%) dari
Anggaran Tahun 2016;
» Anggaran pada Tahun 2018 meningkat sebesar (16,7 1%) dari
Anggaran Tahun 2017,
» Anggaran pada Tahun 2019 meningkat sebesar (39,70%) dari
Anggaran Tahun 2018;
Realisasi
» Realisasi pada Tahun 2017 meningkat sebesar (37,91%) dari
Anggaran Tahun 2016;

\!

Realisasi pada Tahun 2018 meningkat sebesqy

(1,61%) dari
Anggaran Tahun 20 17;
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UALA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA

Kabupaten/ Kol

\|\ TAHUN 2016
PROGRAM/ KEGIATAN Andgarin 1 Realisasi
Tabun (g, ) ®p.) L
BELANIA LGSt N
" i
:‘r';;.rﬂm Pendembangan Prodak ko 1239209770 | 1.195.973.000 | 9650
- enyusunan Bayerda
2. Penyu 685,300,000 071934900 | 98,05
o usuan Perdub dan Kepguh 100.000000 | 94430100 | 9443
s Eﬁ;ﬁ;é‘aﬁﬂmﬁlﬁm1 i 100.000.000 | o7.13¢200 | 0745
i lian Hiba 508, ;
Sacri s, 20,508 000 20942500 | 94,69
5. I]il:ll;ﬁasi Produk Hukum Kabupaten/ 67816500 63.580.300 | 03,77
6. Penindkatan Pelayanan DI 119.826.070 17.033.500 | 97,67
7. Menghimpun dan Menyebariuaskan 86849200 | 80.014000 | 92
Produk Hukum Pusal dan Baeral .13
8. Mengupdale Data/Naskah Produk Unkum 50.000.000 41R70.500 | 8174
5. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk 0 [ 0
Hukum
B, Program Baniwan Hukum 1.M7.440.000 950110080 | 01,00
I. Penanganan Peikara 1.047.440,000 G54 000.080 | 91,00
€. l'mﬁ:am Pembmaan Hukom dan HAM 10A.BER.600 I06.3%8.200 | 97,76
1. Rakor Rencana ks Daerah HAM ALABL 05D A0.658T50 | wikp |
2. Pembinaan Prodiik Huknm ‘ 07.256.950 k AT 97T |

Sisa
(p)

43.326.770
13.365.100
2.565.900
2.845.800
1.565.500

127200

2792570
6.835.200

6,129.500
]

§3.320.820
03.329.520 I

2.450.400
£92.000
1337500

Fisik
Targel | Realsas
q 12
1.200 2127
2 2
100 325
24 1
HidD (]
404 404
250 250
0 (1]
12 17
40 K|
8 £20

Suluan

100
100
1040

108

raperda
buah
perda
NPHD

perda

dala
arangd

perkara

ordig

raperda

N
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- e ——
[7 PIROGRAM/KEGIATAN

Anggaran Nealisasi ‘ B :
1 Tahun (Rp.» (M.} e 1 Mo.) \ Targer | Nealsa
- ung{lﬂma l
rain Peningkatan Kapasias SnA A21T2480 | A09.754.200 | 96,70 2,999 240
ingkatan Pendeiativan Pejahaf 451, ey - .
: , man Sengkela Nukun il 151.350.980 | 141.565.700 | 9353 9.746.260
£ Peningkatan Memdelahuan Aparatnr ieriada : '
Taia Usaha Negarn i n AT ADE500 45377000 | 9573 2024400
3. Pelatihan Teknis I 125,000,000 122.564.100 | 95 85 1.435.900
4. Rapatl Keordinasi Hukum dan HAH 100,000,000 49.247.300 | 99,25 752700
E. Program Penegakan Hukum don HAM HR.130,050 §3.236.000 | 94,44 4.903.950
1. Evaluasi Produk Hukum Kabupalen/Kolg B8.130.950 £3.236.000 | 94.44 4,807,950
E Program Pelayanan Adminisirasi Perkanioran 136,055,500 | 130,071,500 | 95,53 6.084.000
1. Penyediaan ATK 26655500 | 26.321.500 | 98,75 134000
2, Penyediaan Barang Cefakan dan Penggéandaan 17,500,000 17.500.000 | 100 0
3. Pengadaan Peralatan dan Perlenghapan Kantor 92,000,000 86,250,000 | 9375 5,750,600
. Prograim Penindkalan Sarana dan Prasarana 298,134,620 225080500 | 98,15 4953400
Periantoran
1. Pemeliharaan Rulin/Berkala Kendaraan Dinas 220.334.620 225.080.800 | 9515 1.258 820

JUIMLAR

| 4272961920

1 '.'..'niH..ﬁlE.Hﬂl‘l\ 93,74

L

L

IR MB 040 \

13
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Dipindai dengan CamScanner

DATA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2017
Angdgaran . . '
PROGRAM/KEGIATAN 1 Tahun i % Y P .]__rmu | satuan
— fitp.) i = Target | Realsasi [ % |
BELANIA LANGSUNG
A :‘ﬂ;.ﬂmm Pendembangan Produk Hukum 1.281.227.300 L238.014.158 | 08,25 401.700.329 100
2. pgn!usunnsl Ifnnema T01.468.000 0Y5.118.890 | 99,09 6.349.110 5 12| 100 | raperda
. I_m!'lmlﬂﬂﬂ Pergub 73.470.000 (9.831.200 | 95.05 3.638.800 60 106 | 100 | pergub
3. Pendlajian Produk Nukum Kab./Kola 97.740.500 36.638.916 | 98.87 1.101.584 25 26 | 100 Dfl-’bﬂ;lhf
5 walikola
4. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum 178.648.800 172.380.929 | 96.49 6.267.871 50 568 | 100 !
Kab./Kola kab/Kola
5. Penyusunan Produk Hukum Penetapan 135.000.000 132.505.407 | 98,15 2.494.593 1600 2510 | 100 | kepgub
6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daeran 95.000.000 02430416 | 97,30 2.560.584 ] 1 | 100 | Raperda
Kab./Kota Kab/Kola
- Program Bantuan Hukum dan TAM 1.787.047.000 |  1.764.415.065 | 98,73 291.662.833 83
1. Harmonisasi Naskah Perianjian Hibah 30.000.000 28.631.100 | 95,44 1.368.900 400 400 | 100 NPHD
Daerah (NPHD)
2. Penandanan Perkary LHM2TI8.000 | 1.531.976.238 | 90,43 £.741.762 6 19 | 100 | perkara
3. Pendampingan Hukum . 60.000.000 73.573.516 | 89,29 6.426.484 10 3| 32 orang
4. Rapal Koordinasi Iencana Akisi Dacrah 154.329.000 148.234.211 | 96,05 6.094.789 25 25 | 100 orang
M
. "rogram Peningkatan Kualitas dan T67.358.136 TAL459.307 | 92,40 942.496.199 100
Penyebarluasan Informasi
1. Peningkatan Pelayanan Dokumentasi 202,320,000 199812175 | 98.76 2.516.825 it 600 | 100 Pl
dan Informasi Hukum I
2. Menghimpun dan Menyebarluaskan 130.214.416 1341741 | 97,61 LIT26T5 400 400 | 100 Buku
Produk Hukum Pusal dan Daecrah



—

v Realisasi Sisal F@'_H__ R | i
| o> (ko) ) | Tareer | Realisasi | %
3. Pelatihan Teknis DI 100320000 | 95.641.440 | 95,33 (687.560 | 23 35 | 100 | orang
4. Rapal Koordinasi Hukam dan HAM 170.385.720 150.603.521 | 8,30 10.781.806 30 a0 | 100 orangd
a. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk [Tukum 160.000.000 154.260.127 | 96,41 1.730.873 150 150 | 100 | orangd
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.500.000 | 184.349.000 | 99,38 28.572.000 100
1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kanlor 3.000.000 2.965.000 | 98,83 35.000 1 1| 100 [ pakel
2. Penyediaan Alat Tulis Kanfor 25.000.000 25.000.000 | 100 0 (7 17| 100 | jenis
3. Penyediaan Barang Celakan dan Pengdandaan 17.500.000 17.485.000 | 99.91 15.000 4 4| 100 jenis
4. Penyediaan Komponen Inslalasi 10.000.000 | 0.786.000 | 47,86 214.000 1 1| 100 | pakel
Listrik/Pencrangan Bangunan Kanlor
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 130,000,000 129.113.000 | 99,32 887.000 2 2] 100 pakel
Kanior
. Program Penindkatan Sarana dan Prasarana 345.358.000 342.351.190 | 99.13 63.535.062 100
Aparatur
1. Pemelinaraan Rutin/Berkaka Gedung Kanlor 5.000.000 5.000.000 | 100 0 1 1| 100 | pakel
2, Pemelinaraan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 271.200.000 |  268.981.482 | 99,18 2.218 518 1 | 100 unit
3. Pemelinaraan Rutin/Berkala Perlendkapan 15.000.000 14.832.500 | 98,88 167.500 12 12 | 100 unit
Gedund Kanior
4, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralalan Geding 49.658.000 49.037.208 | 98,75 620,792 i 3| 100 pakiel
Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala [eralatan 4.500.000 4.500.000 | 100 1} 1 1| 100 pakel
Mebeleur
JUMLAH 4.366.590.130 | 4.2581.489.320 | 9758 | B3.10L116 100
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MALA KEGIATAN DAN CAPAIAN KINERJA

TR ~ TAHUN 2018
Anggaran N
PROGIAM/KEGINTAN 1 Tahun | Reatlsel "
ey I (i) (o)
BELAIA LANGSING j
A l'm.ﬂmfn Pendembangan Produk imukum LIIT.901.006 | 1.514.540.729 | 8052
L cayisunan Raperda LIYAGZ2N2 | 048585836 | K9 11
ol AR Pergub 250,731,325 M0.043.413 | 55,85
- Pendkaiian Produk Hukum Kab./Kota 111.274.313 B5.415.316 | 75,41
4. F
H:;t_l}:s;{;lunrmnn Produk Mukum 100.217.333 S0.736.810 | 00,45
3. Penyusunan Prodyk Hukum Penetapan 193.657.400 1
: : 62, RB1.96
6. Evaluasi Rancangan Peraluran Daerah 90458 313 m‘ﬁ:% ﬁ: 'J: gh
Kab./Kota ' )
B, Prodram Baniuan Bukum dan TAM 2.029.385.327 L758.927.201 7,00
1. Harmonisasi Nasksh Perjanjian Hibah 35960180 | 20465854 | oaoy
Daerah (NPUD)
2, Penanganan Perkara 1.684.700.172 LH0B.124.784 | 8052
3. Pendampingan Hukum HLOTO.RTS T74.730.491 9,14
4. llapal Koordinasi Rencana Aksi Dacran 226,736,100 155.597.002 | 68,62
IAM
€. Program Peninglkaian Kualias aan 120,741,927 6580400058 | 91,00
Penyebarluasan Informasi
1. Peningkaton Pelayanan Bokumentasi dan 186260120 164,446,262 | 88,28
Intor s Hukmm |
2. Menvhimpun dan Menyebarluaskan 127485, 121.369.002 | 90,749
Produki Hukum Pusai dan Darrah i
16

Sisa

i)

AL 00,277
220578446
1140687912
27.859.M7
§.580.517
H.065.368
J.289.017
270.458.126
155036
17H.584 388
1270384
iLI0o8
h1.R01.889
21822 B8

1.0046.000

oy -
Fisih

toreer_ | Renks |
1.766 1.036
1 11
75 7
25 25
50 50
1.a0n 2 860
[ {[1]
449 526
400 1T
(] 13
11 13
25/20 2
1LIKG f.1e2
600 hi2
i IH]
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- o Anggaran | . Bl N i bk Salan
' . Reansasi ] ' — |
PROGRAM /REGIATAN %
' : :l::":" {mp.) ' {Rp.) J| Targel | Realisasi %
3. Delatihan Teknis DIH 0492306 | BAOSASH | 8013 | 208802 0| 0| &0 | omng
4. Rapal Roordinasi Hukum dan HAM 130598600 130,519,366 | 95,50 0,074,234 k1] M o0 orand
3. Penyuluban dan Soswalisasi Produk Bukom 162300419 156.530.464 | 00,33 5,070,085 150 150 | 100 orang
I Prodram Pefayanan Administrasi 'erkantoran AR.A00.000 56.417.500 | 96,00 2.052.500 b | 24| 100
1. Penyediaan Jusa Eebersihan Kanlor 1.500.000 0] 0 1.500.000 i 1| 1e0 | pakel
2. Menyediaan Alal Tulis Kantor 30.000.000 20.940.000 | 09,83 51.000 17 17| 100 jenis
3. Penyedisan Barang Cefakan dan Pengdgandaan 20.000,000 20,000,000 | 100 [] 1 4| 100 jenis
4. Penyediaan Komponen Instakasi 2.000.000 1.475.000 | 73,75 525.000 i i 100 pakel
Lisirik/Penerangan Bangunan Kanlor
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000,000 1.092.500 | 90,87 6.500 1 1| 100 | pakel
E :mﬁmm Peningkatan Sarana dan Prasarana 369.828 832 361,614,262 | 08,00 8.214.570 28 2| o0
paraiur
1. Pemeliharaan Ruim/Berkala Gedund Kantor 1.500.000 0 ] 1.500.000 1 1 100 Hﬂ_ﬂl
2. I'emelinaraan Rufin/Berkala Kendaraan Dinas 344828832 | 338.129.262 | 98.06 6.699.570 1 | 1 unil
3. Pemcliharaan fulin/Berkala Perendkapan 7.000.000 7.000,000 | 100 ] ] 12| 100 unit
Gedund Kanior
4. Pemelingraan Buim/Berkala Peralatan Gedmng 15000000 14.985.000 | 99,90 15.000 3 | 190 pukel
Kantor
5. Pemeliharaan Rulin/Berkaia Peralatan 1.500.000 1.500.000 | 100 0 1 1 100 pakel
Mebelewr i
|
— o ! B — -
JUMLAH 5096057002 | 4.350.430.730 | 85,00 | 745.917.362 94,17
17
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PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali tahun 2018 merupakan media

akuntabilitas vang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan
Pencapaian  kinerja  Pemerintah Provinsi Bali. Seliap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah
mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah,

Berdasarkan hasil Evaluasi Int

ernal melalui pengukuran kinerja
Kegiatan dan capaian

target yang telah disusun Biro Hukum dan HAM
Bali Tahun 2018, Kinerja Biro Hukum don HAM Setda
Provinsi Balj termasuk kategori sangat baik dengan ca

Sasaran sebesar 100%, Meskipun demikian,
lersebut

Setda Provinsi

paian kinerja
sistem penilaian kinerja

akan terus dikembangkan sehin

Bga setiap pcgawai dapat
memahamj

pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga
dapat memberikan kontribusi vang maksimal bagi
Kinerja kegiatan dan

SCCe

organisasi. Indikator
indikator sasaran Juga akan disempurnakan
ra 1ecrus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan
konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan
pencapaian sasaran dimasing-masing OPD pelaksana kegiatan  di

Lingkungan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Balli,

Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang
dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan
dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup OPD, meningkatkan
etos kerja, penegakan disiplin pegawai, meningkatkan kopentensi
aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangxa
mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Bali Tahun 2013 -
2018.
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DAFTAR NAMA DAN JUMLAH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN|
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI ESALL

11 |Ngurah Satna Wardana,SH.MH
19770510 200212 1 001

12 INi Luh Avu SuasiiSH
19651231 198604 2 157

13 |1 Ketut Hodisasn S0

10901 1023 20060 | 002

14 |Degak Male gk | isdvanan St

Periaeas The I 11l

Penata Tie 1 il &)

Periaga {111 e

I
INO EGAW JENIS
NAMA PEGAWAIL KELAMIN PANGEAT/ GOLONGAN JAHATAN

! 2 3 A 5

1|1 Gusti Apung Hetut Kartika Java Seputra,SH,MH L Pembina Tk 1 [IV/b) Kepala Biro Hukum dan HAM -
1963006013 199403 1 012

2 |Ni Ketut Adiani, SH MH P Pembina Tk | {IV/b) Kepala Bagian Dokumentasi dan Penvuluhan Hukum
19610511 198603 2 005

3 |Luh Gde Arvani Koriawan,SH,M Si P Pembuna [IV/a) Kepala Bagian Peraturan Perundang Undangan
19750602 200003 2 004

4 |Desak Nvoman Surati, S.Sas P Pembina (IV/a) Kepala Sub Bagian TU Biro
19621231 198212 2 002

5 [Tiok 1stm Srimas Pemayun,SH,MH [ Pembina (IV/al Kepala Sub Bagin Produk Hukum Pengsturan
19750K209 1964903 2 D09

& |Cokarda Alit Sudarsana, SH.MH L Pembina [V a) Kepala Sub Bagian Penghajan Produk Hukum
19721010 199803 1 021

T |LA PT. Swasti Susanthi Widhana, SH,MH P Pembhina (IV/a) Kepala Sub Baglan Dokumentas: Hubum
19690721 199603 2 002

8 |l Gusti Ngurah Oka Suryareja,5H MH I Pembina [IV/a) [Kepala Sub Baplan Penyuluhan Hukam
19681231 198903 1 051

9 |Agung Herwanto, SH M. 5i L Pembina (IV fa) Kepaia Sub Bagan Non Litigas:
19630315 199603 1 002

10 |1 Putu Suaria,SH,MH L Penata T, | (11174 Kepala Sub Bagian HAM
19681010 199403 | 016

L Penata Tk 1 |11 d) Kepila Sub Hagran Liagas

[H-ml.i-:m.l

P Len s

!

Pl it

1 TARHLE T R AR
ARl ey
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RANLK s JENIS e S————— 3
AMA PEGAWA] PANGKAT/ GOLONGAN
e

; KELAMIN JABATAN
e — 3 a = =
15 |Ni Luh Pumy Sugi Marting,SH [ I"r-n:.t: “—-—-—-.“Ill I e -]
] Lk nans

19670331 199203 2 e 3

Kamang Sriasih. 8H
+ P Pelak
19720406 199703 2 004 S -

17 |Cokarda Putea Suryvadarma, 5H 1
. " Pe
19661018 199403 1 009 mata (1 fcy Pelaksana
18 |1 Wavan Sujana,S Sos L Penata {H11/e) [ e
19730304 200002 1001
149 [Ayu Puty Soka, SH
- ¥ P I (1} Pela
1966(M30 200003 2 003 whate (e i
20 [Anak Agune Mirah Terisnawar, S P Pe
. mata (11
19770603 200803 2 001 et N
Ni Luh Puta Darwati SH,MH P Penata {11 e} Pelnksana
19750305 201001 2 007
22 [Luh Puiu Argpren) Wieavant 5H P Penata Muda Tk, ity |Pelaksana

198G7 111 201101 2 005

23 |Dews Agung AP,SH P Periata Muda Tio | (Il /by |Pelaksana
19740504 200901 2 004

249 |l Ketut Parwaia L Penata Muda Tk, [ ilifh) |Pelaksana
19611231 198511 1019

P Penara Muda Th. | (lI1/1) |Pelaksana

25 (N1 Lubh Mangku Arini,SH
19691218 99703 2 D08

26 [I Dewan Agung Gede Manu SH.MH L Pucintss M T LY G; [Pelebaana
19770318 199803 | 003

| Putu Eka PuspithasH
19761004 200801 1001

28 I Wavan Muliaria SH

JOMA02 10 200801 1 013

26 [Tewar Hagus Allasrt sanger.SH
JIRKI |4 AL 1 ; nplimen e

Praten Lelh Sistrin am s

0 ;
-...qu.l.l'."-'lz'“_l'_ﬂ""— ===

L Penaca Muda Th 1 {11 |Pelaksana

ke

1, Peavaia Muda {11/ a) el ksana

L Thosnaeton Muilon U7 ond Pelikssna

V], Boscaman
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| Kadlek Suardaria
1964 12323 200604 1 006
I ' Wayvin Sumerta

IRED 1059 200FH1 1 005
| Madde Agun Widnvanm
VOB 0323 200001 1 016

JENIS

KELAMIN

PANOEAT ) OLONGAN 1I

Penpgainr Tk (L LT

Pergaiur (Il fe)

Pengatur 1 fi)
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DIKLAT KEPEMIMPINAN PARA PEJABAT PADA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROV. BALI

DIKLAT YANG - — [zanun|
No NAMA JABATAN | GOL SUDAH NO SERTIFIKAT TARUN
1 |1 Gust A Ketut Kartika Jaya Sepu DILAKSANAKAN sl
usti Agung rtika Jaya Seputra,SH MH | Eselon v TDIKLA 5
19680613 199403 1 012 ; e /b [PIMTK. IV s uﬁéﬂﬁﬂ PIM K15 [
FIM TK_ 1l 16381/ DIKLAT PIM 2006 |
TE 1M1/ DPN, 2006 |
I _ PIMTE. Il 211H
2 | Mi Ketut Adiani SH.MH Esclonill | IV/b | ADUM 8933/ 1560, ADUM/DIELAT 1997 |
19610511 198603 2 005 PROV /1997 |
PIM TK. 11l DOON3575, DIKLATPIMTK W16 |
| ) | 111/51/5100/ LAN/ 2016 1
3 | Dr. 1 Made Wiryani, SH.MH Eselonlll | IV/b | ADUM 12723/ ADUM/LAN/19% 199 |
19600815 198102 2 002 SPAMA 4500/ SPAMA /LAN /1999 199 |
4 | I Gusti Ngurah Oka Surya TejaSHMH Eselon IV V/a | PIMTK IV 3747/ 122/ DIKLATFPIM 2007 |
19651231 198XB 1031 1 | TKIV/LAN/ 2007
5 | Tjok Istri Srimas Pemayun,SH,MH EselonIv | IV/a |PIMTE. IV 7171 / DIKLATPIM TK. LT
19750209 199903 2 009 IV/LAN/2004 -
& | Ayu Putu Lilik Handayani, AP.SH.MH EselonIV | IV/a |PIMTE.IV 2387/ ADUM;/ LAN/ 1999 Tow
19760205 199412 2 001 1230/ ADUM/ DIKLAT
I PREDEINS: o L
R | S 1Y — T EselonIV | liljd | ADUM 21337/ ADUM/ LAN/ 1993 I 1008
7 | T‘Jﬁ;ﬂn?];hivrwamﬁ;.{%; ‘:ﬁﬁf ADUM,; DIKLAT/ PROP |
—E-:_Ll Putu Suarta SH.MFH o Eeclon IV J jd [ PIMTE. IV ?m;:a:l; l‘;llf;;ﬁt rﬂ] hfx-r L
T 1 .1 A E—— - TIV/SI/SW0/LAN/IT |
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| e | teremsssass s s erutial i ST VI Eselon 1V Wia | PIMTYEAY mmairm dlhﬁwﬁ
J ‘ 19721010 199803 1 021 \11.1”;751‘1},{&‘;1‘.-;1_&1\5. \ \
- | PEMPROV BALL/ 2018 | -
10 | Ds.Ny Surati, S.Sos.M A F 3 Eselon IV | IV/a | ADUM 39335/ ADUM/ LAN/1997 19098 _\
19621231 198212 2 002 993 3/ 2330/ ADUM,/ DIKLAT
I PROP/ 1997 )
11 | Made Asih Darmayanti,5SH,MH Eselon IV | IV/a | FIMTE. IV 11.688/122/ DIKLAT PIM 2011
| 19740808 200003 2 010 TK.IV/LAN/2011
12 | Ida Ayu Putu Swasti Susanti Widhana SH,MH Eselon IV | IV/a | PIMTIC IV 00000586/ DIKLATPIM TK. 2014
19690721 199603 2 002 IV/51/5171/LAN /2014
13 | I Dewa Gede Agung Saputra,SHMSi Eselon IV | IV/a | PIMTE. IV 00007396/ DIKLATPIM 2015
19740924 199901 1 001 TK.IV/51/517/ LAN/ 2015
14 | Ngurah Satria Wardana,SH,MH Eselon IV | Ill/c | FIMTE, IV 0003224/ DIKLATPIM 2018
19770510 200212 1 001 ] TI.IV/ 7500, 012/ LAN-
PEMPROV BALI/ 2018
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RENCANA KENAIKAN PANGKAT, KEN

_ ERKALA, SATYA LENCANA KARY A SATYA . PENSIUN
PADA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI BALI TAHUN 2019

NO

NAMA / NIP

PANGHKAT [ GOLONGAN

KENAIKAN PANGKAT

KENAIKAN GAJI BERKALA | SATYA LENCANA KARYA SATYA

Ni Ketut Adiani, SH.MH

19610511 198603 2 005

Pembina Tk. | |(V/b)

Tjok Istri Srimas Pemayun, SH MH

Pembina (IV /a)

132019
19750209 199903 2 009
3 |Cokorda Alit Sudarsana, SH.MH Pembina (IV/a)
v
19721010 199803 1 021
4 |Agung Herwanto,SH,M.Si Pembina (IV [a)
v
19630315 199603 1 002
5| ;
Putu Suarta,SH.MH Penata Tk. 1 {lll/d) 132018 v
19681010 199403 1 016
& |Ni Luh Ayu Suasti,SH Penata Tk. [ (ili/d) 1/3/2019 v
19651231 198603 2 157
7 |1 Ketut Budiyasa,SH Penata Tk. I {lll/d) 1/afa019 "
L
19611023 200604 1 002
8 |Desak Made Onik Lisryawati, SH Penata (il1/c) v
19740404 200801 2013
9 |Ni Luh Putu Sugi Maruni,SH Penata (Il /c) 1/3/2019

1g670331 199203 2 006
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19661018 199403 1 009

ILTETY 3 'R' _"\

11 |l Wayan Sujana, S.Sos Penata (Il/¢) i
1732010
19740204 200003 1 001 \ \ \
12 [Luh Putu An i Wij i F :
tu ggreni Wijayanti, SH :‘;f;;:l;tln. Muda Tk. 1 /42010 14113615
19801111 201101 2 005
13 |Ayu Putu Soka, SH Penata (111/¢) e .
19660930 200003 2 003
14 (Dewi Agung. AP, SH Penata Muda Tk | — "
{1 /b)
19740504 200901 2 004
15 [Ni Luh Mangku Arini,SH Penata Muda Thk. 1 4
(111, b)
19601218 199703 2 008
16 |1 Dewn Agung Gede Manu, SH.MH Penata Muda Th. | 1/4/2019 /32018 g
{TiL/ )
19770518 199803 1 003
17 [T Putu Eka Puspitha,SH Penata Muda Th. 1 1/10/2019 1/4/2019 ¥
(1L} b}
19761004 200801 1 001
18 [I Wayan Muliarta,SH Penata Muda (Il /=) 1/10/2019 1/4/2019 "
19820210 200801 1 013
19 |Tegar Eagus Albert Sanger, SH Penata Muda (1T /a) 1/4/2018 1/3/2012
198804 14 201503 1 006
70 |Putu Edy Sastrawan, SH Penata Muda (111/a) 1/4/2018 1/3/2019
19900422 201503 1 002

&

Dipindai dengan CamScanner



Pe ——

ngatur Th 1 {11/d) = . \ \
1964 1223 200604 1 006 4 . Y \

22 |1 Made Agus Widnyana Pengatur (11} 1/10/2019 \ A\Q\
19810323 200901 1 016

13 |Any Pujiat, SH _ Penata (I11/c) n \
19720826 199803 2 008

24 |1 Ketut Parwata Penata Muda Tk. |

(11 by 1/11/2018 1/1/2020

19611231 198511 1 019

Dipindai dengan CamScanner



AN PARNOEAT, HEMATHAT O AN BERVEALRA, ST FOUERRC POEh o, W RS0 . SR 0a E
PADA BIRO HUKUIM T3AN FIAM SETDA PROVITISL TRALL T RWAAGT "2580 5%

-

A A

HO. NARMA f NP

PANGHKAT / GOLONGAN KEMAIKAN PANGHRAT \ WE M AHAN GAIL mam\ SATY R LERCANA, u.mwhsn.“ﬁ.\ PEMSOM \.

1 [T G.A.K, Kartika Juya Seputra, SH.MH  [Pembina Tk 1 {1V /) 1 1732018
19680613 199403 1 012
2 |Luh Gde Aryani Koriawan, SHM.S: Pembina (1% /a) 1/3/2018
19750602 200003 2 D04
3 [Ni Ketut Adiani, SH.MH Pembina Th. 1 {IV/b] 1/3/2018
J 19610511 1284603 2 005 J
4 |Made Asih Darmayanti, SH M. Si Fembina [TV /a) 1/3/2018
19740808 200003 2 010D
5 [Cokorda Alit Sudarsana, SH.MH Pembina [IV/a)
1/10/2008
19721010 199803 1 021 /
aak aman 5 t, B.508 Pembi
o Hires v bina {IV/e) 1/4/2018 1/12/2018
19621231 198212 2 002
7 |1 A.PT. Swasti Susanthi Widhana,|Pembina [[V/a)
SH.MH 1/3/2018 rrRS201H
19690721 199603 2 002 |
5 [ Gusn Ngurah Oka Suryaicia, SH,MH _|Pembina (1V/ 3] et / / /
|oE#1231 198903 1 051 : —
o [Agun# | Terwanio SH. M. Si Pembina (IV/a] 1O/ 2018 f 14377018 f / f

1930315 |9aa03 1 002
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1/10/2018
19770510 200212 1 001 l
11 |1 Ketut Budiyasa,SH Penata T TTI/d] e
19611023 200604 1 002
12 |Desak Made Omk us[ygwad1 SH Penata ["IICF <
19740404 200801 2013
i i s ERaRBATN 1/3/2018 7/8f2018
19720406 199703 2 004
14 |Cokorda Putra Survadarma,SH Penata (1/c| 1/412018 T—
19661018 199403 1 009
15 |1 Wayan Sujana, 5.50s Penata (111/¢) 1/10/2018
19740204 200003 1 001
16 |Ayu Putu Soka, SH Penata (1<) 1/10/2018
19660930 200003 2 003 Y T T
17 |1 Ketut Parwata e | 1
10611231 198511 1 'L'-SIF‘;r Penata Muda Tk. 1 1/3/2018 1
18 |Ni Luh Mangku Anni, {111/ b}
e s
P —
19601218 199703 2 008 St T o
7o [1 Kadek Suardand I I
T
| 8/2018
1964 1223 200604 _1 006 T TR N
; - SO
<o |1 Wavan Sumerta s —
v R
| 1005 -
10821109 20090
—
E— |
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Sumada, SH. i
ayan Supada MH Pembina Th 1 {1V /b 1faf2018
19651231 198603 1 175
12 |Dr, Made W i
r. Made Wiryani, SH.MH Pembina Tk 1[IV /h) 1/2/2018
19600815 198102 2 002
23 |Ni Ketut Kesumawati, SH E‘:[!:f:]a Muda Tk. | 1/a/2018 7/8/2018
19720027 200701 2014 |
24 |Any Pupati, SH Penata (111/c) V/3/2018 \
19720826 199803 2 008
75 [Mh Ketut Suartini, Sm hk Penata Tk, 1 (11/d) \ 7/8/2018 \
195908923 198503 2 D08
26 |1 Gusti Ayu Sri Wardani,SH Penata Tk, | (111/d) \ \ \ \ a0
19600420 198512 2 002

Dipindai dengan CamScanner



